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Abstract

Widia Astuti / 222015082/2019 / Analysis of Factors Contributing Not Achieving Target Revenue
for Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) Palembang

The objective of this study was whether awareness of taxpayers. taxpayer compliance, weak tax
apparatus, active resistance, passive resistance are factors that cause the achievement of land and
building tax revenue targets in rural and urban areas (PBB-P2) Palembang, and what factors the
most dominant. The data used was primary data. The population in this study was 322,490
compulsory of lantl and building tax. Samples of this study were 400 compulsory of land and
building tax in Palembang. Data collection techniques used was questionnaire. The data analysis
method used in this study was quantitative analysis. The results of this study which was a
causative factor are Taxpayer Awareness Level Factors, Taxpayer Compliance Level Factors,
Weak Tax Apparatus Factors, Active Resistance Factors, Passive Resistance Factors. And the

most dominant factor is the Passive resistance factor in the form of a minimum taxpayer economy
that can complicate the payment of land and building tax, which is 73.75%.

Keywords: Taxes, taxpayers, factors contributing not achieving rarget revenue of Land and
Building Tax (PBB)
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ABSTRAK

Widia Astuti/222015082/2019/Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Palembang

Tujuan dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, lemahnya
aparatur pajak, perlawanan aktif, perlawanan pasif merupakan faktor penyebab tidak tercapainya
target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kota palembang,
dan apakah faktor yang paling dominan. Data yang digunakan yaitu data primer. Populasi dalam
penelitian ini adalah 322.490 wajib pajak bumi dan bangunan.Sampel penelitian ini adalah 400 wajib
pajak bumi dan bangunan di kota palembang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Hasil
penelitian ini yang merupakan faktor penyebab adalah Faktor Tingkat Kesadaran Wajib Pajak,
Faktor Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Faktor Lemahnya Aparat Pajak, Faktor Perlawanan Aktif,
Faktor Perlawanan Pasif. Dan Faktor yang paling dominan adalah Faktor perlawanan Pasif yang
berupa Minimnya perekonomian wajib pajak dapat mempersulit pembayaran pajak bumi dan
bangunan yaitu sebesar 73,75%.

Kata kunci : Pajak, Wajib pajak, Faktor penyebab tidak tercapainya target PBB
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terbagi ke dalam
beberapa provinsi yang terdiri dari banyaknya daerah kabupaten atau kota
dimana setiap kabupaten atau kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya
daerah di indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi
pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan
pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah
kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang
terakhir tercantum dalam undang-undang republik indonesia nomor 23
tahun 2014tentang pemerintah daerah.

Tujuan desentralisasi atau otonomi adalah salah satu cara untuk
lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,
pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah.
Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak
daerah dan dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah agar
tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan
pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun
1945.Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan
dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk ikut berpartisipasi dalam



pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia pemungutan
pajak meggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment System, yaitu
suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan,
dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan aparat pajak
(fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan, pengawasan
dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini
pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah
dalam pelaksanaan, tertib dan terkendali.

Pemerintah dalam tugas pemungutan pajak tidak akan bertindak
secara sewenang-wenang, pemungutannya di sesuaikan dengan
kemampuan rakyat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dan cara-cara
yang mengikuti suatu proses yang terlebih dahulu ditetapkan dalam
undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Djajadiningrat dalam Siti (2017 : 1) mendefinisikan bahwa pajak
adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara
yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetatapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejateraan secara
umum.

Soemitro dalam Mardiasmo (2017 : 1) mendefinisikan pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-udang (yang dapat di

paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang



langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu: (1) Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dan (2) Pajak
Kabupaten/Kota, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan
terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. Pajak bumi dan
bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup
potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan
dengan sektor pajak lainnya. Strategi pajak bumi dan bangunan (PBB)
tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan
yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian sistem perpajakan terus disempumakan, pemungutan



pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin
mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam
pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat
dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak
yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah
daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk
menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak
daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah
dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun
dikuasai.Dasar hukumnya adalah UU nomor 12 tahun 1985 yang telah
diubah menjadi UU Nomor 12 tahun 1994 dan diubah lagi menjadi UU
Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal
ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa
bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian
PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam
perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur
agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.
Untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah
peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) yang diluangkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dana Bagi Hasil dengan



penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan
pendapatan daerah. Masalahnya yang tengah dihadapi oleh pemerintah
daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi
biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap
tahunya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti mengupas lebih banyak
mengenai tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini dikarenakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam
dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup
menopang pendapatan daerah. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi
Sumatera Selatan yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah
Medan. Kota palembang memiliki luas wilayah 358,55 km” yang dihuni
oleh 1,7 juta jiwa yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 107 Desa/Kelurahan
dengan potensi pajak yang tinggi. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota
Palembang adalah salah satu tempat sumber penerimaan pajak di Kota
Palembang. Adapun data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Palembang dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Target dan Realisasi Wp (wajib pajak) Bumi dan Bangunan
Kota Palembang Periode 2014-2018

No Tahun Target Realisasi %
1 2014 296.197 213.994 72,24%
2 2015 305.185 222.290 72,83%
3 2016 331.238 192,515 58,11%
4 2017 300.564 198.488 66,03%
5 2018 322.490 79.216 24,56%

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2019



Tabel 1.2

Jumlah Target dan Realisasi Rp (Nominal) Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Palembang Periode 2014-2018

NO Tahun Target Realisasi %
2014 76.922.224.500  |59.670.999.542 77,57%
2015 89.735.647.183  (66.575.406.096 74,19%
2016 144.661.727.567 107.034.627.524 73,99%
2017 180.536.927.473  154.593.447.672 85,63%
2018 186.570.000.435 [150.520.553.618 80,68%
Sumber : BPPD Kota Palembang, 2019
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Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah suatu instansi yang
bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak
lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan
tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan
dengan baik serta berhasil guna maka dengan keputusan Walikota
Palembang Nomor 33 tahun 2016 tentang persyaratan, mekanisme, dan
prosedur tetap pemungutan pajak. Peraturan Walikota Palembang Nomor
33 Tahun 2016 mejelaskan mengenai pajak merupakan salah satu bentuk
peran serta masyarakat, pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan
dalam masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak bumi
dan bangunan harus sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang

Nomor 03 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan.




Tabel 1.3
Survei Pendahuluan
Nama Fenomena yang ditemukan
Bapak Rahmad Khoir Wajib pajak sadar akan perintah

untuk membayar pajak bumi dan
bangunan tetapi, pendapatan wajib
pajak yang tidak sebanding dengan
pengeluaran wajib pajak yang
menyebabkan wajib pajak
melakukan hal-hal yang dapat
menghindaran pembayaran pajak
bumi dan bangunan.

Bapak Kemas Firdaus Banyak nya isu-isu  tentang
pelanggaran yang di lakukan aparat
pajak dan perekonomian yang
berpengaruh dalam pembayaran
pajak bumi dan bangunan membuat
wajib pajak melakukan perlawanan
pajak bumi dan bangunan.

Ibu Rapma Sari Kurangnya  sosialisasi  berupa
penyuluhan kepada masyarakat
tentang kewajiban membayar pajak
bumi  dan  bangunan  yang
menyebabkan wajib pajak sering
melalaikan  pajak  bumi  dan
bangunan.

Sumber : Penulis,2019

Dimana jika dilihat dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur
yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat
kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai
penyuluh, pelayan. dan pengawas. Tetapi tugas dan tanggung jawab fiskus
memerlukan dukungan dan partisipasi wajib pajak dan masyarakat, hal
tersebut dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan
berimbas pada besar kecilnya penerimaan pajak bumi dan bangunan
perkotaan kota palembang. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.



Jika dilihat dari sisi hukum maka pajak bumi dan bangunan
perkotaan kota palembang telah diatur dalam PERDA No. 3 tahun 2011
tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan kota palembang, tetapi jika
dilihat dari sisi aparat sesuai dengan aspek psikologis fiskus telah cukup
baik melakukan penyuluhan, pelayanan dengan cara sosialiasi kepada
perangkat-perangkat daerah di bawahnya seperti kecamatan. Tetapi dari
tingkat kecamatan terkadang masih kurang melakukan sosialisasi atau
pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan kepada warga masyarakat
yang masih awam atau bingung tentang pajak bumi dan bangunan. Dan
dilihat dari aspek yuridis sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak dapat dilihat dari data diatas bahwa fakta yang terjadi

wajib pajak tidak bayar sebesar 19,32%.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebagaimana yang masih banyak terlihat kekurangan yang terjadi di
lapangan adalah : Kurang nya kesadaran wajib pajak,kurangnya kepatuhan
wajib pajak, lemahnya aparat pajak, serta minimnya perekonomian wajib

pajak, dan Masih banyak nya upaya dalam melakukan perlawanan pajak.

Berdasarkan data maka dapat diidentifikasi bahwa wajib pajak yang
tidak membayar antara lain di sebabkan oleh kesadaran wajib pajak,
kepatuhan wajib pajak, lemahnya aparatur pajak, perlawanan aktif |,
perlawanan pasif. Sesuai dengan telah diungkapkan oleh beberapa teori
diatas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian di kota Palembang dengan mengambil

judul "Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target



Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kota Palembang"

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diidentifikasi sebelumnya
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, lemahnya
aparatur pajak, perlawanan aktif, dan perlawanan pasif merupakan faktor
penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Palembang ?

2. Apakah faktor dominan yang menyebabkan target PBB tidak tercapai ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah :
1. Untuk mengetahui Faktor - faktor penyebab Tidak Tercapainya target
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan target PBB tidak
tercapai.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk
menelaah, mempelajari, menganalisa serta mempraktekan teori-teori yang
didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan tentang penyebab tidak

tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.



10

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi
bagi pemerintah Kota Palembang tentang Faktor-faktor penyebab tidak

tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi
bagi kajian mahasiswa dan dosen serta menambah pembendaharaan
literatur atau sumber bacaan yang dapat dipublikasikan melalui

perpustakaan kampus.
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